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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Provinsi 
dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi 
melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Provinsi dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU 
provinsi kepada masyarakat; 
bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan 
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa Pedoman 
Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Peraturan ini, merupakan pedoman bagi 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi dan 
penyampaian informasi kepada masyarakat dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi atau 
KPU Kabupaten/Kota;   
 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah : 

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang 
Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 06 tahun 



2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat 
KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 
tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, 
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 62 
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan 
KPU Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian 
Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan 
KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tata Tertib KPU Provinsi 
Sumatera Barat Periode 2008 – 2013; Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 
06/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010;   

 

  Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-003/2010 

ini diatur tentang: 

Pelaksanaan Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2010. 
- Lampiran 0 Halaman. 

 

 


